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KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) masih melakukan penyidikan ka-
sus dugaan korupsi proyek pemba-
ngunan Stadion Mandala Krida. Terkait
kasus tersebut, penyidik KPK juga telah
melakukan penggeledahan di dua tem-
pat, yakni Kantor Badan Pemuda dan
Olahraga (BPO) DIY dan Kantor Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
(Diadikpora) DIY. Sejauh ini, seba-
gaimana disampaikan PIt Jubir KPK Ali
Fikri, dari penggeledahan di dua tempat
itu, KPK mendapatkan sejumlah doku-
men penting. Dokumen tersebut masih
divalidasi dan diverifikasi untuk selanjut-
nya disita sebagai barang bukti.

Langkah KPK ini wajar bila mengun-
dang pertanyaan masyarakat. Pasal-
nya, sampai saat ini KPK tak pernah
mengumumkan siapa saja tersangka-
nya. Padahal, kasus tersebut sudah ma-
suk tahap penyidikan, yang diyakini su-
dah ada tersangkanya. Ali Fikri berkilah
pengumuman tersangka akan dilakukan
KPK bersamaan dengan penangkapan
sekaligus. Pertanyaan selanjutnya,
penggeledahan di dua tempat tersebut
mengarah ke mana ? Mengapa baru di-
lakukan sekarang, tidak sesegera
mungkin ketika KPK mengumumkan
dugaan korupsi pembangunan Stadion
Mandala Krida ?

Pimpinan KPK-lah yang berwenang
menjawab pertanyaan itu. Sayangnya,
ketika Wakil Ketua KPK Alexander Mar-
wata bertemu Gubernur DIY Sri Sultan
HB X di Kepatihan beberapa hari lalu,
tak ada informasi seputar itu. Pimpinan
KPK lebih banyak bicara normatif ten-
tang pencegahan korupsi, sedang
menyangkut siapa tersangka korupsi
kasus pembangunan Stadion Mandala
Krida yang menggunakan APBD TA
2016-2017 masih belum jelas.

Sultan sendiri berharap agar kasus

TAJUK RENCANA
Mengawal Kasus Mandala Krida

tersebut bisa segera rampung agar tidak
berkepanjangan. Bahkan Sultan men-
dukung proses hukum yang dijalankan
KPK. Dari pernyataan tersebut kita me-
maknai bahwa Gubernur DIY tidak akan
intervensi kasus tersebut. Artinya, sia-
papun yang terindikasi melakukan ko-
rupsi, diselesaikan melalui proses per-
adilan. Kalau memang bersalah, biarlah
pengadilan yang memutuskannya.

Adanya jeda waktu yang cukup lama
antara pengumuman dugaan korupsi
pembangunan Stadion Mandala Krida
dengan penggeledahan Kantor Disdik-
pora DIY dan BPO DIY, mudah-mudah-
an tidak dimanfaatkan pelaku untuk
menghilanglan barang bukti. Sebab, bila
barang bukti telah ‘diselamatkan’ se-
belum penggeledahan, niscaya KPK tak
mendapatkan alat bukti yang sig-
nifikan—meskipun penggeledahan bu-
kanlah satu-satunya cara mendapatkan
alat buki.

Lebih dari itu, kita juga menepis
spekulasi pertemuan pimpinan KPK de-
ngan Gubernur DIY sebagai bentuk
kompromi penanganan kasus pemba-
ngunan Stadion Mandala Krida. Berke-
naan itu, KPK tak perlu menarik ulur ka-
sus tersebut, kalau memang sudah dite-
tapkan tersangkanya, segera saja di-
umumkan ke publik agar tidak menim-
bulkan spekulasi dan menjadi bola liar.

Meski begitu kita harus tetap menjun-
jung asas praduga tak bersalah. Imple-
mentasinya, meski seseorang telah dite-
tapkan sebagai tersangka, ia tidak dapat
dinyatakan bersalah sebelum ada pu-
tusan pengadilan yang berkekuatan hu-
kum tetap. Dalam konteks itu kita yakin
KPK akan bekerja profesional berdasar-
kan hukum, tidak berdasar pesanan sia-
papun. Sedangkan masyarakat diha-
rapkan ikut mengawal penanganan ka-
sus ini hingga tuntas. [
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MASYARAKAT Indonesia sejak dahulu
kala masyhur dengan budaya tolong me-
nolong atau membantu sesama. Dahulu,
membantu sesama hanya dapat dilakukan
melalui tindakan yang secara langsung di-
lakukan dalam dunia nyata, misalnya de-
ngan sambatan atau bergotong royong
membantu tetangga membangun rumah,
memberikan tempat duduk di kendaraan
umum kepada lansia atau ibu hamil, mem-
boncengkan teman yang tidak memiliki
kendaraan, memberikan sembako, dan
sebagainya. Kini, membantu sesama tidak
hanya dapat dilakukan melalui tindakan
langsung, tetapi juga dapat dilakukan se-
cara online, salah satunya yaitu dengan
memanfaatkan hadimya media sosial.

Jika mampu memanfaatkan media
sosial dengan bijak, maka seharusnya me-
dia sosial bukan sebagai ajang pamer pen-
capaian maupun menebar ujaran keben-
cian, tetapi dapat menjadi ajang untuk
berbuat kebaikan. Contoh sederhananya
yaitu dengan membantu memberikan like
dan comment pada postingan pengguna
lain yang sedang berjualan, khususnya jika
telah tergabung dalam satu grup jual beli
yang sama. Dengan meninggalkan ko-
mentar seperti ‘up’ ataupun memberikan
doa agar dagangannya terjual habis, maka
postingan tersebut akan dianggap sebagai
postingan yang layak untuk dilihat banyak
orang, sehingga postingan tersebut akan
lebih banyak ditampilkan kepada penggu-
na-pengguna lain yang ada dalam grup
tersebut. Hal itu berarti bahwa hanya de-
ngan meluangkan sedikit waktu untuk
menekan tombol like dan menulis dalam
kolom komentar, bersama itu pula dagang-
an pengguna tersebut menjadi semakin
banyak dilihat dan mungkin akan diminati
dan dibeli oleh pengguna lain, sehingga
pada akhimya akan membantu pengguna
tersebut untuk mendapatkan rezeki.

Selain pada postingan jual-beli, di ber-

Jari-jari Kebaikan

bagai grup media sosial khususnya yang
ada di DIY, banyak ditemukan aktivitas lain
yang memungkinkan untuk saling mem-
bantu sesama. Di antaranya yaitu dengan
memposting atau membagikan info lo-
wongan pekerjaan hingga memberikan
bantuan kepada pengguna lain yang
memposting info kehilangan. Dengan
membagikan info lowongan pekerjaan, hal
tersebut akan memudahkan pengguna
lain untuk segera menemukan pekerjaan,
dan dengan ikut meramaikan postingan in-
fo kehilangan, maka peluang barang yang
hilang untuk dapat ditemukan kembali juga
akan lebih besar.

Semua aktivitas tersebut merupakan
aktivitas sederhana yang cukup dilakukan
dengan sekali klik di media sosial yang ti-
dak memerlukan biaya maupun tenaga
yang besar. Meskipun begitu, dampak dari
kegiatan tersebut bisa jadi akan sangat
berarti bagi pengguna lain yang membu-
tuhkan. Aktivitas tersebut tentu akan lebih
bermanfaat daripada hanya sibuk untuk
menuliskan kata-kata yang dapat menyak-
iti hati orang lain maupun menyebarkan
berita bohong yang membahayakan.
Aktivitas positif di media sosial tersebut
hingga kini telah banyak dilakukan oleh
masyarakat Indonesia khususnya masya-
rakat DIY, sehingga tak heran jika saat ini
banyak warga masyarakat yang mampu
bertahan hidup, terlebih di tengah pandemi
Covid-19 di mana perekonomian sangat
sulit, hanya dengan berjualan di media
sosial, mampu menemukan pekerjaan
dan barang yang hilang melalui postingan
di media sosial, hingga masyarakat kurang
mampu dan korban bencana dapat terto-
long akibat infuencer yang menggalang
dana melalui media sosial serta berbagai
kemudahan lain yang tercipta akibat jari-
jari kebaikan pengguna media sosial. O

*) Elvara Norma Aroyandini SPd,
Mahasiswa Pascasarjana UNY.

Memahami SKB 3 Menteri

SALAH satu masalah pendidikan
yang sedang krusial sekarang ini adalah
Surat Keputusan Bersama 3 Menteri
atau SKB 3 Menteri. Yakni Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendik-
bud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian dan Menteri Agama
(Menag). Meskipun belum tentu sudah
membaca naskah SKB, banyak yang
merespons. Dari sekadar memper-
tanyakannya sampai dengan yang men-
tah-mentah menolak substansinya.

Bukan hanya masyarakat biasa.
Pejabat juga ada yang menolak substan-
si SKB tersebut, misalnya Wali Kota
Pariaman Genius Umar, yang me-
nyatakan siap menerima sanksi
atas penolakannya. Secara kelemba-
gaan Majelis Ulama Indonesia
(MUTI) Pusat juga mengkritisi SKB
tersebut dengan meminta di-
lakukannya revisi terhadap berba-
gai diktum.

Yang ‘Disasar’

Pemerintah RI yang dalam hal ini
Mendikbud, Mendagri dan Menag
baru saja mengeluarkan SKB 3
Menteri. Bernomor 02/KB/2021,
025-199 Tahun 2021 dan 219 tahun
2021 tentang Penggunaan Pakaian
Seragam dan Atribut bagi Peserta
Didik, Pendidik, dan Tenaga Ke-
pendidikan di Lingkungan Sekolah
yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah pada Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah.  Membaca
nomor dan 9judul’ SKB, yang diatur
adalah masalah pakaian seragam dan
atribut. Tidak hanya bagi peserta didik
tetapi juga pendidik alias guru dan tena-
ga kependidikan alias kepala sekolah
dan tenaga administrasi. Yang diatur da-
lam SKB tersebut adalah khusus mere-
ka yang ada di sekolah, tidak termasuk
yang ada di madrasah.

Adapun sekolah yang diatur dalam
SKB tersebut adalah sekolah yang dise-
lenggarakan pemerintah daerah pada
jenjang pendidikan dasar seperti SD dan
SMP. Di samping itu juga jenjang pen-
didikan menengah seperti SMA juga
SMK. Pemahaman mengenai siapa yang

Ki Supriyoko

‘disasar’ SKB tersebut sangatlah penting
untuk menghindari kesalahan persepsi
yang tidak perlu. Misalnya pengelola
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah
Aliyah (MA) yang khawatir kalau
siswanya dilarang memakai jilbab da-
lam pembelajaran sehari-hari.

Salah satu substansi SKB menyata-
kan bahwa peserta didik, pendidik, dan
tenaga kependidikan berhak memilih di
antara seragam dan atribut tanpa

pro

Kontra

kekhususan agama seperti siswa me-
makai celana, baju dan topi yang ‘stan-
dar’ selama ini. Atau seragam dan atri-
but dengan kekhususan agama seperti
kalau siswa yang beragama islam meng-
gunakan baju panjang dan jilbab.
Apakah ada yang kurang dalam ke-
tentuan tersebut di atas? Tentu saja ada,
yaitu menyangkut tidak disediakan pi-
lihan yang bersifat kombinasi. Jadi,
salah satu kekurangan substansi SKB
tersebut adalah tidak disediakannya pi-
lihan kombinasi. Yaitu memilih (seba-
gian) seragam dan atribut tanpa
kekhususan agama yang dikombinasi
dengan (sebagian) seragam dan atribut

dengan kekhususan agama.
Penghentian BOS

Masalah lain yang menimbulkan re-
spons negatif masyarakat adalah bagi
pemerintah daerah dan kepala sekolah
wajib mencabut aturan yang mewa-
jibkan atau melarang seragam dan
atribut dengan kekhususan agama pa-
ling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
keputusan bersama ditetapkan. Kalau
keputusan ini dilanggar maka pelang-
garnya akan dikenai sanksi dan jenis
sanksinya pun sudah disiapkan, antara
lain penghentian menyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sebenarnya kalau dipahami, peme-
rintah ingin menyampaikan pesan
bahwa penggunaan pakaian seragam
dan atribut dengan kekhususan aga-
ma tidak dilarang,. Tapi keputusan
penggunaannya adalah keputusan
individu siswa, individu guru atau in-
dividu kepala sekolah dan tenaga ad-
ministratif. Bukan keputusan lemba-
ga sekolah (negeri) atau keputusan
lembaga.

Terlepas pro-kontra SKB 3 Men-
teri, diakui untuk memahami sub-
stansi keputusannya memang tidak
mudah bagi kebanyakan anggota ma-
syarakat yang berkepentingan. Pe-
mahaman yang tidak mudah ter-
hadap substansi surat keputusan,
apalagi menimbulkan kebingungan,
menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri
tersebut tidak bagus. [

*) Prof Dr Ki Supriyoko MPd,
Direktur Pascasarjana Pendidikan UST
Yogyakarta serta pengamat masalah
pendidikan
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengirim-
kan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-
ngan panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu yang
ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

‘Kancil Pilek’ & Ancaman UU ITE

DONGENG ‘Kancil Pilek’ pernah
mewarnai kasanah fiksi anak-anak.
Dongeng ini membeberkan kisah Raja
Hutan yang tiba-tiba ingin dikritik oleh
semua binatang. Sang Raja meminta bi-
natang-binatang hadir di istananya dan
memberikan kritik secara jujur tentang
keadaan istana. Giliran pertama
diberikan kepada kerbau yang lugu. Ia
dengan polos menyebut istana itu pesing
dan baunya menyengat. Mendengar
ungkapan jujur itu seketika Sang Raja
naik pitam. Kerbau diterkam dan di-
bunuh.

Giliran binatang-binatang lainnya
masuk dan memberi kritik secara jujur.
Apa yang terjadi? Nasib mereka sama.
Binasa. Tak ada satupun yang selamat,
kecuali kancil. Bagaimana caranya kan-
cil bisa selamat? Ketika masuk istana,
dan diminta kritiknya, ia bilang sedang
pilek. Hidungnya mampet tak mampu
mencium aroma istana. Ia serahkan ke
raja untuk mencium sendiri aroma is-
tananya. Dan selamatlah ia.

Dongeng ini memberi pelajaran pada
kita untuk berhati-hati kalau mau me-
lontarkan kritik kepada penguasa.
Keliru ucapan sedikit atau terpeleset pi-
lihan katanya, bisa celaka. Bisa-bisa
diterkam dan dibunuh seketika oleh Si
Raja Rimba. Dongeng ini juga memberi
inspirasi untuk bersikap saat penguasa
minta dikritik.

Ketakutan

Belum lama ini Presiden Jokowi me-
lontarkan permintaan agar masyarakat
aktif mengkritik pemerintah. Per-
mintaan itu disampaikan pada pelun-
curan Laporan Tahunan Ombudsman
RI tahun 2020 pada Senin (8/2). Presiden
mengajak seluruh elemen bangsa ber-
kontribusi dalam perbaikan pelayanan
publik. Namun, alih-alih menyambut
ajakan itu dengan antusias, masyakarat
justru semakin ketakutan untuk meng-

Ki Sudadi

ungkapkan kritik. Akar ketakutan itu
dipicu setidaknya oleh UU ITE dan
banyaknya pendengung (buzzer) yang
siaga di dunia maya.

Ancaman jerat hukum itu tertuang
dalam UU No 8 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 27 (3) dengan jelas mengancam se-
tiap orang yang dengan sengaja dan tan-
pa hak mendistribusikan dan/atau men-
transmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/-
atau Dokumen Elektronik yang memi-
liki muatan penghinaan dan/atau pence-
maran nama baik. Ancaman hukuman-
nya pidana penjara paling lama 6 tahun
dan/atau denda paling banyak satu mi-
liar rupiah. Dan masih ada ancaman
lain dalam UU ITE tersebut.

Di sisi lain, beberapa tokoh mengaku
jera karena diserang keroyokan para
pendengung di dunia maya. Ungkapan
jera itu setidaknya dinyatakan Kwik
Kian Gie yang telanjur

posisi 62,59% puas (berdasar hasil jajak
pendapat Lembaga Survei Indikator
Politik Indonesia). Angka itu menun-
jukkan masih lebih banyak warga ma-
syarakat yang terpuaskan atas pemerin-
tahan yang berjalan saat ini.

Pada posisi di mana kebebasan
menyampaikan kritik diancam UU ITE
dan bayang-bayang serangan para pen-
dengung, lebih baik masyarakat
mengambil sikap ekstra hati-hati. Kalau
terpaksa harus menyampaikan kritik
hendaknya disampaikan secara tidak
langsung. Seperti Si Kancil yang memin-
ta Sang Raja mencium bau busuk is-
tananya sendiri. Masyarakat bisa me-
minta secara tidak langsung agar pe-
nguasa mau melakukan auto-kritik atas
kebijakan-kebijakan yang telah diambil-
nya. Benarkah program-program yang
dilakukan tepat sasaran dan berkon-
tribusi menjamin kesejahteraan masya-
rakat? [

*) Ki Sudadi, penulis sastra lan bu-
daya, Kepala SMP Negeri 4
Wadaslintang, Wonosobo;

menyampaikan kritik per-
baikan kepada pemerintah.
Kalau tokoh sekaliber Kwik
Kian Gie saja dikeroyok para
pendengung, bagaimana de-
ngan nasib orang awam?

KPK

Tentu akan lebih tragis nasib- sese
nya.Men gingat Kembali Pedagang pasar dan PKL sambut positif
Melihat dua fakta tersebut, vaksinasi. . .. .
ada baiknya masyarakat -- Mereka sadar informasi, jauhi
hoaks.

mengingat kembali dongeng
‘Kancil Pilek’ agar selamat
hidupnya. Bagaimana de-
ngan andil masyarakat untuk
perbaikan pelayanan publik?
Hingga saat ini tingkat
kepuasan masyarakat atas
pemerintahan Jokowi pada

dress’.

Kasus bansos, MAKI praperadilankan

--Agar KPK tak diskriminatif.

DIY salurkan bansos ‘by name by ad-

-- Jangan sampai salah sasaran.

Fojok KR

skskok

Bezass

Medaubatan Rakyat

Supriyatin.

lankryk13@gmail.com.
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Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.




